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KESEPAKATAN BERSAMA 

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

DAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERHUBUNGAN

NOMOR: 53/ORI-MOU/III/2023 
NOMOR: PJ 128 TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh 

Tiga (10-03-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah 

ini:

I MOKHAMMAD NAJIH selaku Ketua Ombudsman Republik

Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 36/P Tahun 2021 tentang 

Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman 

Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 

2021-2026, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna 

Said Kav. C-19, Jakarta Selatan, dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Ombudsman 

Republik Indonesia, selanjutnya disebut 

PIHAK KESATU.

II BUDI KARYA SUMADI selaku Menteri Perhubungan Republik

Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden



Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 

2019 tentang Pembentukan Kementerian 

Negara dan Pengangkatan Menteri Negara 

Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, 

berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 

8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk 

dan atas nama Kementerian Perhubungan 

Republik Indonesia, selanjutnya disebut 

sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama

disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih

dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara yang mempunyai 

kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk 

yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 

Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau 

perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik 

tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah;

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk 

membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara;

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4849);



3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5025);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian

Perhubungan (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 33);

9. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);

10. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);

11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas 

di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 163);



b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Pusat Fasililtasi Kemitraan dan 

Kelembagaan Internasional

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat Gd. Cipta Lt. 7, Jakarta

Pusat, 10110

Telepon

Website

Email

(021) 3811876 

www.Kemenhub.go.id 

pfkki@dephub. go. id

(2) Penggantian Narahubung ditetapkan oleh masing-masing PIHAK dan 

diberitahukan kepada PIHAK lainnya.

PASAL8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi 

tanggung jawab PARA PIHAK dan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber 

pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas 

pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 

setahun atau sesuai kebutuhan.

(2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.



12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomer 101); dan

13. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Keija 

Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan 

kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk 

membuat Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kualitas 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Perhubungan, dengan 

ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK 

untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi sesuai dengan tugas 

dan fungsi PARA PIHAK.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk membangun sinergi antar PARA 

PIHAK dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perhubungan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. pencegahan maladministrasi;

b. penyelesaian laporan atau pengaduan atas pelayanan publik di bidang 

perhubungan;

c. pertukaran data dan/atau informasi;

d. pengembangan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK;

e. sosialisasi, edukasi, dan publikasi program PARA PIHAK;

f. pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK; dan



g. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK 

dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(2) Peijanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan 

ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

(3) Peijanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertama 

kali dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak 

ditandatanganginya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4 

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 

sejak tanggal ditandatangani.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan 

PARA PIHAK, dengan sebelumnya dilakukan koordinasi antara PARA 

PIHAK, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan 

Bersama ini.

PASAL 5

PENG AKHIRAN KERJA SAMA

(1) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan PIHAK SATU 

yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib 

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK SATU 

lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang 

dikehendaki.

(2) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini diakhiri sebelum jangka waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi penyelesaian



pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang telah dilaksanakan sebelum 

berakhimya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6 

KBRAHASLAAN

(1) PARA PIHAK beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan 

keamanan informasi dan/atau data yang diterima.

(2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi dan/atau data 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan 

penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk 

memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, 

kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang- 

undangan.

(3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 

dengan ayat (2) tidak gugur dengan berakhimya Kesepakatan Bersama 

ini.

PASAL 7

KORESPONDBNSI

(1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat 

korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan 

Bersama ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Narahubung

Alamat

Telepon

Website

Email

Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi 

Jl. HR. Rasuna Said, Kav. C-19, Kuningan, Jakarta 

Selatan

(021) 22513737

www. ombu d sman. go. id

kerj asama@ombudsman. go. id



PASAL 10 

ADBNDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan 

Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang 

dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA 

PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, 

dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing untuk PIHAK 

KESATU dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


